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BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

. bahwa dalam rangka meningkatkan minat pelaku usaha dan memberikan minat peluang

investasi di bidang penanaman modal di daerah diperiukan suatu pedoman pelaksanaan
pelayanan perizinan yang cepat, transparan, efisian, tepat wakiu dan bertanggung jawab
sehingga memberikan suatu ketertiban, kenyamanan dan kepastian dalam penyelenggaraan
perizinan; )

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perid
mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penyelenggaraar:
Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musara Enim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerahr Tingkat Il dan
KotaPraja di Sumaters Selatan (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahun 1859 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor-10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perafuran

. Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4388);

Undang-Undang Nomaor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Namor 4437),
ssbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lambaran
Negara Nomor 4844);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan- Keuangan antara
Pemerintsh Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4724),

Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentsng Penataan Ruang (Lembaran Negara

' Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Namor 4725);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866), '

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonegia Nomor 4866);
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Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4124), .

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4504);

Peraturan Pemerintah Namor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lLembaran
negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian insentif dan Pembaerian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 fentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim
Investasi,

Instruksi Presiden Nomor § Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dah
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 1995 tentang {zin Undang-
Undang Gangguan dalam Kab. Daerah Tingkat | Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Dati i Muara Enim Tahun 1985 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
Dalam Kabupaten Dati If Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
1998 Nomar 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Taehun 2001 tentang Surat lzin
Tempat Lisaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 88);

Persturan Daerah Kabupaten WMuara Enim Nomor 33 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Khursus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor
99y,

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 34 Tahun 2001 tentang izin
Penyelenggaraan Sekolah Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001
Nomor 100},

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 35 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2001 Nomor 101);

Peraturan Dagrah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha
Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Muare Enim Tahun 2002 Nomor
11); ' -

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar
Perusahsan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2005 tentang Surat izin Usaha
Perdagangan {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 5);



29. Peraturan Daerah kébupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi {zin
Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupsaten
Muara Enim Tahun 20056 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 tentang Per'r?:inan di
Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupatern Muasa Enim Tahun 2006 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2006 tentang izin Pengelolaan
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 3
Seri B);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2008 tenlang Retribusi lzin
Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Dati i Muara Enim Tahun
1998 Nomor 24);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor:08. Tahun 2008 tentang izin Usaha
Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E)

34, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Sed E);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pambentukan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
Dasrah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah. Kabupaien Muara Enim Tahun 2008
Nomor 25); _

36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 tentang lzin Usaha
Angkutan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009
Nomor 4 Seri B);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2009 tentang. Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Restribusi Izin
Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 5 Seri B);

38. Pevaturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun-2010 tentang 'Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi dibidang
Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim (Berita
Daserah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 01 Seri C).

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM.

| BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muara Erim;
2. Pemurintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupali adalah Bupati Muara Enim;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Palayanan Perizinan Terpadu Kabupatén
Muara Enim;
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim;
Pelayanan Perizinan Terpadu adaleh Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Kabupaten Muara
Enim; , ,
7. Batuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja
Paerangkat Deerah Kabupaten Muara Enim yang mempunyai kewenangan menerbitkan
perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangar;
a & lzin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemesintah Daerah berdasarkan Peraturan

Dagerah atau Peraturan. lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
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Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu;

Persyaratan izin adalah syarat- syarat izin yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan;

Wakiu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyslesaikan seluruh proses
perizinan;

Pelayanan. adalah Pemberian pelayanan di bidang perizinan dar penenmaan berkas
permohonan sampal diterbitkannya dokumen izin;

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang
proses pengelolaaanya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat;

Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha { kegiatan tertentu,
baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;-

Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pamohon untuk memperolsh dokumen
yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau perundang-undangan
lainnya;

Atasan Satuan Kerja Penyeienggara adalah Pimpinan satuan Kerja yang membawahi secara
langsung yang melaksanakan Pelayanan Publik;

Mekanisme/Standar Pelayanan Perizinan adalah tolok ukur yang dipergunskan sebagai
Pedoman Pelayanan Perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
janji Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat,
mudah, dan terukur; '

Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari pejabat yang mewakili masing-masing
SKPD yang bertugas untuk melaksanakan proses penerbitan izin sesuai dengan kewenangan
SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1). Tujuan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah -

a. Untuk- menyederhanakan proses birokrasi pelayanan perizinan;

b. Sistim pengeslelola administrasi mengacu pada prinsip koordinasi, intergrasi dan
sikronisasi;

c. Meningkatkan kualitas layanan publik;

d. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mempercleh palayanan
publik,

{2). Sasaran Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

a. Terwujudnya Pelayanan yang murah, cepat, akurat dan bertanggung jawab;
b. Meningkatnya hak — hak masyarakat terhadap layanan publik;

¢. Terbangunnya citra yang lebih baik serta partisipasi masyarakat terhadap  percepatan
layanan perizinan.

BAB i
Yisi, Misi, Motto dan Semboyan Pelayanan

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai komitmen dalam memberkan Pelayanan
dibidang Perizinan sebagai berikut

Visli . Terwujudnya Pelayanan Yang “SERASAN”

Se : Segala Sesuatu Segera Dilaksanakan dengan Niat Kejujuran dan
Keikhiasan.
Ra : Ramah dan Transparan dalam melaksanakan Pekerjaan.

San  : Sesuai Aturan dan Norma yang Berlaku.
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MiS| = Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional.
- Meningkatkan Pslayanan Prima yang Transparan dan Bertanggung
Jawsb.

- Melaksanakan Penataan dan Penyempufhaan Sistem dan Prosedur
Dalam Rangka Meningkatkan Peluang Investasi dan Penanaman
Modal.

MOTYTO : "Mudah, Cepat, Akurat Dan Bertanggung Jawab” (MACABRATA)
SEMBOYAN : "Bekerja Dengan Tulus dan lkhias”

BAB WV
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

Penyelenggaran Pelayanan Perizinan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara
Administrasi dilaksanakan cleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu meliputi Pemberian izin
dan Penolakan izin;

Pemberian dan atau penolakan surat parizinan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pertimbangan Tim Teknis sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasat 5

Pemerksaan Teknis di Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditoiaknya
suatu permohonan perizinan.

BAB V
JENIS DAN WAKTU IZIN

Pasal 6

Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung  sejak diterimanya berkas permohonan berserta persyaratan perizinan secara
lengkap:;

Waktu Proses Izin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dihitung apabila
Pejabat yang menandatangani dokumen tersebut tidak berada ditempat dalam rangka
melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jenis dan waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan secara rinci tercantum pada Lampiran |
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8AB VI
PERSYARATAN DAN BIAYA PERIZINAN

Pasal 7

Persyaratan Perizinan yang dilakukan Kantor Pelayananan Perzinan Terpadu sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini;

Besaran biaya Perizinan dihitung sesuai dengan terif yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah sebagaimana tercantum daiam Lampiran Il yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inl.

BAB Vi
ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8

MekanismeaiStandar Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
sebagai berikut :

8. Pemochon mengambil formulir dan mendapatkan infon'nasi tentang persyaratan, biaya
dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan;
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Pemchon mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan:
c. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan ke Loket Pendaftaran;

d. Petugas di Loket Pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan, jika Iangkép
pemohon mendapatkan tanda terima berkas dan jika tidak lengkap dikembalikan untuk
dilengkapi oleh Pemohon;

&. Berkas yang telah diterima dan diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada
petugas Validasi dan Verifikasi;

f. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi memeriukan Pemeriksaan lapangan, maka Kepsla
Kantor menugaskan Tim Teknis melakukan Uji Teknis Lapangan;

g. Apabila berdasarkan hasil uji Teknis lapangan tidak memenuhi persyaratan, maka
Kepala Kantor menerbitkan Surat Penolakan atas permohonan tersebut;

h. Apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka
Kepala Kantor menandatangani dan menerbitkan Dokumen Perizinan;

i. Apabila Surat Izin sudah diterbitkan, maka Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian
Tata Usaha menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan
menginformasikan kepada Pemohonan bahwa proses perizinan telah selesal;

j. Pemohon mengambit SKRD dan membayar Retribusi di |.oket Pembayaran;

k. Pemohon Mengambil Dokumen Perizinan di Loket Penyerahan dengan melampirkan
photo copy lunas pembayaran.

Bagan Alur Mekanisme Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahian dari Peraturan-Bupati ini.

BAB VIl
ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 9

Apabila Pelayanan Perizinan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemochon dapat menyampaikan
Pengaduan;

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau
melalut media yang disediakan,;

Bagan Alur Mekanisme Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksu_d pada ayat (1) dan
(2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

Sarana dan Prasarana di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

@ ™ p oo Tw

Loket Pengajuan Pendaftaran Permohonan dan Informasi;

Ruang Pemerosesan Perizinan;

Loket Pembayaran,

Loket Penyerahan Dokumen;

Ruang Penanganan Pengaduan;

Jaringan Sistem Pelayanan Local Area Network (Fasilitas Jaringan, Server/UPS dan Aplikasi);

Media Informasi tentang Jenis-jenis Layanan,- Prosedur,. biaya, pérsyaratan dan waktu
penyelesaian perizinan,

w

BAB X
PELAPORAN

Pasai i1

Kepsla Kantor membuat laporan secara tertulis setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan. -
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BAB Xi
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan dan Pengawasan lerhadap pelaksanaan teknis perizinan dilakukan oleh SKPD
teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dilakukan oleh aparat Pengawasan internal Pemerintah Daerah sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB Xil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lag

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur oleh Bupati
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

‘-MIJZAKIR SAI SOHAR /'°

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal - 31 NeSember- 2eol0

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

—

TAUFIK RAHMAN
|

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 2. SERI C



PERMOHONAN

LAMPIRAN i :KEPUTUSAN BUFPATI MUARA ENIV
Nomor 40 IKPTSIKPPT/2010
Tanggal : 3/ Oesember- 2010
MEKANISME / ALUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MUARA ENIM
LOKET
LOKET LOKET " | PENYERAHAN
INFORMASI PENDAFTARAN | PEMROSESAN SKRD &

SURAT IZIN

(Mencart mformasi )

Memberikan |
-1 Informasi dan
Formulir

|

Mengisi /4
formulir

Tidak

Menerima dan
Memeriksa Berkas
Permohonan

Lengkap

&

dikembalikan

MTidak

Lengkap

Pemeriksaan
Kalapangan

Ya

Tidak

Tidak

Izin Ditolak

Menerima
Sertifikat Izin dan
Buktl Pembayaran

&

/
Memberikan Bukti
Pembayaran dan
Sertifikat

|

BUPATI MUARA ENIN



o e L ANIPTRAN IV KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
Nomar : 4¢

Tanggal :@ 3-

KPTS/KPPT/2010
pesember- 2010

MEKANISME / ALUR PENGADUAN PADA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

. KABUPATEN MUARA ENIM
UNIT KERJA
PENGGUNA JASA LOKET PENGADUAN PENANGANAN
PENGADUAN
Menyampaikan ] Menerima
Pengaduan ' Pengaduan
- K‘-"’"‘“""‘W_ uan Inventarisasi & Verifikasi
- Vi ; . . Pengelompokan Analisa
. kabgoid [ - | T TR TURVEREEE b i
. xwmmmm o Permasalahan Permasalahan <
- TelplFax 0734-423982 Pengaduan Pengaduan
- Costumer Service :
cs@kpptmuaracnimkab.go.id T
et S Tindakan
Menerima Res: R l
Nomor Pengaduan Hembenkan
------ Informasi Pada
Pemohon
Menerima Hasil
Tindakan <
Pengaduan
Pernyataan Tidak Puas
PuasiTidak
Puas > ( Report Tindakan>
BUP UARA ENIM
T o .

MUZAKIR SAI SOHAR



LAMPIRAN |

JENIS, WAKTU, PERSYARATAN, MASA BERLAKU IZIN
DAN DASAR HUKUM SERTA PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

: PERATURAN BUPAT! MUARA ENIM
NOMOR : 40 TAHUN 20/0C
TANGGAL : 3] DE€sembéer- 20

"~ Wakiu

Masa Eerﬁku

Pan’ibad

PERSYARATAN

PROSEDUR PELAYANAN

Jenis 1zin Dasar Hukum Proses lzin 3 Pertimbangan . KET.
{2) {3) (4} i {5 {6) 7) i8) {9
Surat izin Tempat Peraturan Dasrah { 5 Hari Kerja Selama Tim Teknis 1. Photo capy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Usaha {SITU) Kabupaten Muara menjalankan (KTP) Pemohon ; | Berkas Permochona#i i
Enim Nomor 23 kegiatan Usaha 2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan Loket Pendaftaran
{ Tahun 2001 dan setiap & beseria Pengesahan sebagai Badan 2. Berkas diverifikasi dan
tentang Surat lzin {hma) Tahun Hukum: divalidasi
Tempat Usaha ] wajib didaftar , )
(Lembaran Daerah ulang 3. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak | 3. Pemeriksaan Lokasi
Kabtipaten Muara (NPWP, 4. Pengambilan Sertifikat
Enim Tahun 2001 4. Berita Acara Tim Kecamatan dan lzin.
Nomor 808 Seri E) Rekomendasi Camat; ]
5. Surat Pernyataan Sebelah
Menyebelah;
6. Surat Pernyataan Sanggup
memelihara Kebersihan dan
Mencegah Pencemaran Lingkungan,
7. Photo Copy Status Kepemilikan Tanah
dan atau Bangunan;
8. Denali Lokasi Tempat Usaha ;
8, Pholo Berwarna ukuran 3xdcm=4
iembar; -
10. Photo copy Tanda Lunas PBB Tahun
Terakhir, !
11. Surat Kuasa di alaw; Materai Rp. 6000,-

|

|+
L




Waktu

Pemberi

Jenis lzin Dasar Hulum Proses kin Masa Berlaku | ertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET
). {2) 3) &) {5) (6} el ) 8) 9
Surat zin Usaha Peraturan  Daerah | 3 Hari Kerja Selama Tim Teknis Photo copy Kartuy Tanda Fenduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Perdagangan (SIUP)| Kabupaten Muara menjalankan {KTP) Pemohon | Berkas Permohonan di
Enim Nemor 7 kagiatan _Usaha Photo berwama Ukuran 4 x 6 = 3 Loket Pendaftaran |
i Tohun 2005 d_an setiap 5 lembar 2. Berkas diverifikasi dan
fentang Surat Izin (lima) tahun divalicasi i
Usaha wajib daftar Neraca Peruszhaan yang diaudit oleh ‘
Perdagangan ulang Akutan Pubilk bagt daftar ulang 3. Pemeriksaan Lokasi
{Lembacan Daerah Photo copy Surat lzin Tempat Usaha | 4. Penetapan Retribusi
Kabupaten Muara (SITU) -
Enim Tahun_ 2005 ’ 5. Pembayaran di Kasir
Nomor 5 Serl C; 6. Pengambilan sertifikat izin.
77 Bo “i“;::f;‘::' — Feraturan Daorah 13 Hari Kerja & Tahun Tim Teknis Photo copy Kartu Tarida Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
bupeen Dan Wajib {KTP) Pemohon Berkas Permohanan di
Enim - Nomor & Diperbaharul Loket Pendaftaran
Tahun 2008 Photo copy Akte Pendirian Perusahan
fentang Perubahan berserta Pengesahan sebagai Badan 2. Berkas diverifikasi dan
alas Peraturan Hukum:; divalidasi
o g i Pholo copy Surat izin Tempat Usaha | 3 Pemeriksaan Lokasi /
24 Tehun 2002 (81T Lapangan
tentang Waijib Surat Kuasa di atas Materai Rp. 6000,- § 4. Penetapan Retribusi |
Daftar Perusahaan : ;
(Lembaran Daerah Pembayaran di Kasir |
Kabupaten WMuara Pengambifen Sertiifikat
Enim Tahun 2005 izin.
Nomor 4 Beri C)
4 lzin Mendirikan Peraturan Daerah { 14 Hari Kerja Selama Tim Teknis Photo copy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Bangunan {IMB) Kabupaten Muara bangunan masih (KTP) Pemohon ; | Berkas Permaohonan di !
Enim Nomor 8 berdini serta tidak . im K Loket Pendaftaran
Tahun 2005 ada perubahan gmr:s}-gamat - atan dan
fentang Retribusi bentuk dan fungsi ; ;[ '

|4




Nomor 115eri C)

Izin.

' Waktu Pemberi '-

E) Jenis izin Dasar Hukum Proses I¥in Masa Berlaku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET

] 2) 3) [O) 15) © [} )

lzin Mendirikan Surat Pemyataan Sebeiah Menyebelah | 2. Berkas diverifikasi dan
Banl o g:gfenn a"“ugg 4. Surat Pemyatean Sanggup chvahdast
Enim  {Lembaran mernelihara Kebersihan dan i 3. Pemeriksaan Lokasi
Daérah Kabupaten Pencegahan serta fncemaran 4. Penetapan Retribusi
. Lingkungan;
Musra Enim Tahun i 5. Pembayaran di Kasir
2005 Nomer 6 Seri 5. Surat Pemyatsan Sanggup Membuat : b
C) - Got-dan Riol untuk Saiuran Grainase; 8. Pengambilan Sertifikat
6. Photo Copy Status Kepemilikan Tanah, izin.
7. Gambar Bangunan, Bestek {(Detail
Lengkap) yang sudah dilegalisasi:
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang
sudah dilegasasi,
9. - Denah Lokasi Mendirikan Bangunan,
8. Photo copy Tenda Lunas PBB Tahun
Terakhir,
. 10. Surat Jaminan Towar;
11. Berita Acara Sosialisasi Permbangunan
Menara disetujui cleh Kades/ Lurah
dan diketahui Camat.

5 | Izin Usaha Jasa Peraturan Daerah | 10 Hari Kerja 3 {tiga) Tahun Tim Teknis 4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Honstruksi Kapupaien Muara dan s_e_:tiap fahun (KTP) Pemachon; Berkas Permohonan di
Nasional $;1an Nomarm (‘E Wa_{cjl?agaﬁar 2. Photo copy Sertifikat Badan Usaha Loket Pendafiran

oy g (SBU) yang telah diregistrasi aleh 2. Berkas diverifikasi dan

tentang  Retribusi lembaga: divalidasi
lzin Usaha Jasa ‘

' Kan;tmksi 3. Phote copy Tanda Registrasi Anggota 3. Pemeriksaan Lokasi
MNasiconal Organisasi Profesi; 4. Penst Refribusi
{Lembaran - Deerah 4. Photo copy SITU, SIUP dan Tanda
Kabupaten Muara ' -' " §. Pembayaran di Kasir
Enim Tahun 2002 Daftar Perusahaan (TDP),

€. Pengambilan Sertifikat




' - Wakiu Pemberi
? Jonis lzin Dasar Hukum Prosse kzin Masa Berlaku  {o 0o0o ngan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET
) 4] ) (4) {5) {6} (7} 5 {J)
§. Photo copy tjazeh Terakhir Tenaga
Teknik dan Non Teknik ;
B. Surat Pemyataan Sebagai Tenaga
Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
7. Dafiar Pengurus Perusahaan
8. Dafiar peralatan dan perengkapan
9. Neraca Perusahaan Tahun Buku
Terakhir; ]
10. Deftar Pengalaman kerja ;
12. Photo berwama Penanggung Jawab
Perusahaan ukuran 4 x § = 2 (dua)
iembar.
13. Pholio Papan Nama Perusahaan
] izin Pengelolaan Peraturan Daerah | 10 Hari Kerja 1 (satu) tahun Tim Teknis 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima danMemerksa
Sarang Burung Kabupaten Muara dan dapat (KTP}) Pemohon Berkas Permohonan di
walet o s dseuwap oy 2. Berita Acara Hasil Sosiafisasi diketanui Loket Fendufiaran
g : cleh Kepala Desa /Lurah Rt/ Rw dan | 2. Berkas diverifikasi dan
tentang  Refribusi untuk habitzt Camat divalidasi
{zin - Pengeloiaan buatan di '
Sarang Burung Bangunanigedung 3. Berita Acara dan Rekomendasi Tim 3, Pemeriksaan Lokasi
Walet (Lembaran {Ex-Situ). Teknis; ST
Daeran Kabupaten 3 Fahun 4. Denah Sistem Pengelolaan Saran 4 Penctapan Remus
Muara Enim Nomor untuk di luar ' ge h Sarang 5. Pembayaran di Kasir
3 Seri B) Bangunan habitat Burung Walet yang dilegalisasi Pejabat
alami (In-Situ} dan berwenang , 8. f’gngambﬂan Sertifikat
diperpanjang 5. Pholo copy Tenda Lunas PBB Tahun Zn.
setiap tahun Terakhir;
' 6. Photo copy Surat izin Mendirikan
Bangunan (IMB) untuk Pengeiolaaan
Sarang Burung Walet
7. Deckumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup: ]




| T Wakiu Pemberi pos.
IIO Jonis lzin Dasar Hukum Proses izin Masa _B_erhku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KE
[ [7) &) G 6] (5} — gl o o
B. Photo copy SITW dan Izin Undang-
undang Gangguzn {HO);
7 | kin Undang- Peraturan Daerah { 5 Heri Kerje Selama TimTeknis § 1. Pholo copy Kadu Tanda Panduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Undang Gangguan | Kabupaten Muara menjalankan (KTP) Pemohon; Berkas Permohonan di
1 RO Enim Nomor 25 k:lgﬁtasgfusaga 2. Dokomnen Pengelolaan Lingkungan Loket Pendaftaran
n Setia el 1oy : :
oena o (ima) Tahun Hiduip: _ 2. Berkas diverifikasi dan
Undang-Undang waiib daftar ulang 3. Photo Copy Surat lzin Tampat tisaha divalidasi
Gangguan  datam 4. ;hmb;r Berwarma ukuran 3 x4 cm=4 3. Pemeriksaan Lokasi
Kab. Daerah oar, \
. 4, Peneta Retribus
Tingkat 1l Muara 5. Photo copy Tanda Lunas PB8 Tahun pan i
Enim  (Lembaran Terakhir 5. Pembayaran di Kasir
Daerah Kabupaten . . ; .
Dati || Muara Enim 8. Surat Kuasa di atas Materai Rp.8000,- § 6, rt_arngambrlan Sertifikat
Tahun 1994 Nomer zn.
5 Ber C) dan
Peraturan Daersh
Kabupaten Muara
Enim - Nomor 24
Tahun 1686
{entang Perubzshan
{Lembaran Daerah
Kebupaten Muara
Enim Nomor 8
Tehun1946 Seri C)
8 izin Trayek Peratran  Daerah | 8 Harl Kerja 5 tahun Tim Teknis 1. Rekomendasi dari Lembags Teknig; 1. Menerima dan Memeriksa 1
Kabupaten Muara dan ; Berkas Permohonan di
Enim Nomor 6 dapat 2. Photo copy Karlfj Tangs Pe K Loket Pendaftaran
4 : {KTP) Pemohon;
Tahun 2001 Ciperpanjang 2. Berkas diverffikasi dan
. tentang  Refribusi 3. Pholo copy Bukli Pemilikan Kendaraan ' divalidasi
izin Trayek Bermotor (BPKB);

(Lembaran Daerah
Kabupaien Auara
Enim Tahun 2001
Nomor 72)
sebagaimana teish

4. Photo Copy Surat Tanda Nomor
Kendaraan Barmotor (STNKEB);

3. Pemeriksaan Lokasi
Pensaiapan Relribusi




Waktu Pember!
Jenis tzin Dasar Hukum Proses Izin Masa B"erfaku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN e
(2} 3 {4} (5} 16) ) ) (L]
diubah dengan Photo copy Surat Tanda Uji Keur yang | 5. Pembayaran di Kasir
i:ﬁ}:ftgn Dﬂﬁ:,g b 6. Pengambilan Sertifikat
Enim  Namor 42 Sural Pernyataan Tidak akan lzin.
| Tahun 3000 Menggunakan Jalan Umum Sebagai
{Lembaran Caerah 'Ereefmmp:ttn?_erpmgkaﬂ(endaraan
Kzabupaten  Muara - !
Enim - Tahun 2008 Surat Pernyataan Kesanggupan
- Nomor 5 Seri B) Merryediakan Lahan Parkir,
Struktur Organisasi PMP, PMB.
izin Usaha Peraturan Daerah §| 8 Hari Kerja Selama } Tim Teknis Rekomendasi dari Lembaga Teknis; 1. Menerima dan Memeriksa
Angkutan Kabupaten Muara Parusahaan Berkas Pemmchonan di
Enim  Nomor . 11 angkutan Eg?;‘; copy Kerk: T Penduduk Loket Pendafiaran
Tahun 2009 penumpang ' 2. Berkas diverifikasi dan
tentang lzin Usaha umum dan Photo copy Bukti Pemilikan Kendaraan ) divalidasi
Angkutan angkutan barang Sermotor (BPKB)
{Lembaran umum masih Pemeriksaan Lokasi
Daoarah rbGiatanian Pmuhutaa?agiyagﬁnritt;—? {"g_?ﬂf:?;;f’f 4. Penetapan Biaya /
Kabupaten Muara usahanya ' ' P ya

Enim Tahun 2009
Nomor 4 Seri B)

Photo copy Surat Tapda Uji Keur yang
berlaku;

Surat Pemyataan tidak akan
menggunakan jalan umum sebagai
tempat berpangkal kendaraan
bemmotor;

Surat pernyataan kesanggupan untuk
menyedizkan fasilitas penyimpanan
Kendaraan

Struktur Organisasi PMP, PMB;

Photo capy Karlu Tanda Anggota
QOrganda -

Retribusi
Pembayaran di Kasir

Pengambiian Sertivikat
lzin,




Wakiu

Pemberi

2001 Nomor 89)

Bukti Kepamilikan aiau Penguasaan
Lembaga ;

Jenis izin Dasgar Hukum Proses lzin #asa Berlaku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET
&) 3) (4} (5 {6} (7} i (8} 9}
zin  Pemanfaatan | Peraturan Daerah | 14 Hari Kerja 3 (tiga) bulan Tim Teknis Photo copy Karlu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Kayu pada Hutan Ka_bupaten Muara dengan luas {KTP) Pemaohon; Berkas Permohonan di
Ral_tyat atau Tanah | Enim Nomor 19 tanah maksimal Photo copy akta Pendirian Perusahaan Loket Pendaftaran
b Tahon 2001 10 Hia dan yang dilegalisir 2 Berkas diverftikasi dan
tentang zin volume maksimal g ' " divatdre
Pemaniaatan Kayu 200m* Photo Copy Status Kepemilikan Tanah,
pada Hutan Rakyat ' 3. Pemeriksaan Lokasi
alsy. Tangh - Mk Photo capy Bukti Lunas PBB Tehun 4 Penetapan Reiribusi
Dalam Kabupaten Terakhir
uara Enim ’ 5 Pembayaran di Kasir
{Lembaran Daerzh Berita Acara Hasit Pemeriksaan Lokasi . .
Kabupaterr Muara dan Potensi Tegakan oleh Lembaga 6. rgngambllan Sertifikat
Enim Tahun 2001 Teknis ; zin,
Nomer 85) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oieh
¥Kepala Desa/lurah diketahui oleh
Camat
Surat Keterangan mengenai
Mengunazn lahan setelah dilakukan
’ kegiatan pemanfaatan kayu dihutan
rakyat atau pade tanah milik:
Surat Pernyataan Peran Seria Badan
Usaha dan Masyarakat unfuk untuk
Peningkatan Pembangunan di
Kabupaten Muara Enim.
izin Lambaga Paraturan . Daerah { 10 Hari Kera Selama Tim Teknis Phota copy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Kursus Ka_bupaten Muara mgnjalankan (KTP} Pemchon; Berkas Permohonan di
Enim Nomor 33 keg_fatan usaha Gambar Susunan Ryang Tempat {oket Pendaftaran
Tahun 2001 setiap 3 zhun _ S
; Kursus; 2. Berkas diverifikasi dan
tentang sekali uniuk divalicasi
Penyelenggaraan menentukan Data Sarana dan Prasarana;
Khursus. (Lamtsegs standartassi Daftar Susunan Pengelola dan Tenaga 8. Pemeianan Loiasi
Oaniah_Rabupaten Karsus Pendidik; 4, Pengambilan Sertifikat
Muara Enim Tahun CRVREIE. ' hie:ga




‘ - Waktu Pemberi

F} Jenis [zin Dasar Hukum Proses izin Masa Bertaku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KE

1] £2) {3 (4 L (a) () {7 (8)

Lo
8. Dafter Program dan Kurikulum Kursus,
dilegalisasi oleh Instansi Teknis;
Phaio copy Surat izin Tempat Usaha;
Photo Berwarna Ukiiran 3 x 4
Sebanyak 4 lembar .

2 1 Izn Peraturan Daerah | 10 heri Kerja | Selama Tim Teknis | 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Penyelenggaraawn Kabupaten Muara menjalankan (KTP) Pemchon ; Berkas Paermohohan di
Sekolzh Swasta Enim Nomor 34 kegiatan ' uszha 2. Denah Lokasi Tempat Sekolah Lokel Pendaftaran

Tahun 001 dan -satiep 3 2. Berkas diverifikasi dan
tentang {tiga) tahun 3. Gambar Susunan Ruang Tempat " divalic dti
Penyelenggaraan sekali untuk Kursus;
Sekpizh  Swasia menentukan Data Sarana dan Prasarana : Pemeriksaan Lapangan
(Lembaran Daerah jenjang akreditasi Penverafian Serifikat Izi
Kabupaten WMuara sekolah Dafiar Susunan Pengelola dar Tenaga ye .
Enim Tahun 2001 Pendidik;
Nomar 100) 6. Dafar Program dan Kurikulum Kursus
diiegatisasi Instansi Teknis,
7.  Bukli Kepemilikan stau Penguasaan
Sekciah;
8. Photo Copy Status Kepemilikan Tanah
dan atau Bangunan |
9. Photo copy Surat izin Tempat Usaha,;
10. Pas Photo berwarma ukuran 3 x 4
sebanyak 4 lembar .

3 | izin Pemasangan - | Peraturan Daerah | 5HariKerja | Sesuaidengan Tim Teknis | 1. Photo copy Karlu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa

Relklame Kabupaten Muara Konirak {KTP) Pemohon ; Berkas Permohonan di
E&Tn Nom0r1gg§ 2. Pholo copy Akta Pendirian Perusahaan Loket PendaftararT
tentang Pajak begerta Perubahannya yang 2. Berkas diverifikasi dan

Rekiams

dilegalisasi ;

divalidasi




Jenis lzin

Dasar Hukum

Waktu
Proses zin

Masa Beriaku

Pembern
Parﬂmbangan

PERSYARATAN

PROSEDUR PELAYANAN

2

{3

4

&)

(5}

)

(8}

{Lembaran Daerah
Kabupaten Muara
Enim Tahun 1998
Nomor 4 Seri A)

=

Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWPY; '

Photo Copy Status Pemilikan Tanah
dan atay Bangunan:

Surat pernyataan tidak keberatan dari
tetangga |

Denah Titik Lokasi Pemasangan
Rekiame;

Gambar Reldame dan Kontruksi;
Tanda Lunas Pajak Reklame ;

Surat Pemyatean Peran Serta Badan
Usaha dan Masyarakat unfuk untuk
Peningkatan Pembangunan di
Kabupaten Muara Enim

3. Pemeriksaan Lokasi

4. Penngambilan Sentifikat
lzin.

fzin Peruntukan
Penggunaan
Tanah

Peraturan Daerah
Kabupaten WMuara
Enim Nomor 24
Tahun 2006
tentang Retribusi
lzin Peruntukan
Penggunasan Tanah
(Lembaran Daerah
Kabupaten Dati #
Musra Enim Tahun
2006 Nomor 4 Seri
B)

10 Hari Kerja

Selama masih
melakukan
kegiatan usaha

Tim Teknis

Photo copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Pemchon

Akta Pendirian Perusahaan beserta
Perubahannya vang dilegalisasi;

Phote Copy Status Kepemilikan tanah;

Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak
{(NPWPY;

Photo copy Bukti Lunas PBE Tahun
Terekhir ;

Denah lokasi

Denah Situasi Bangunan dan Photo
Existing

Untuk Pengembang dilengkapi dengan
Provosal dan Site Plant lengkap
dengan Sarana dan Prasarana

1. Menerima dan Mameriksa
Berkas Permahonan di
Loket Pendafiaran

2. Berkas diverifikasi dan
divalidasi

Pemaeriksaan Lokasi
Penetapan Relribusi
Pembayaran di Kasir
Pengambilan Sertlifikat Izin

m oo s W




| - Wakiu Pemberi
? Jenis lzin Dasar Hufamm Proses izin Masa Beriaky Partimbangan, PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET.
) 2 E]] ) ) ©) i ®)
5 { lzin Toko Obat Peraturan Daerzh | 10 Hari Kerja | 5 (lima) Tahun Tim Teknis Photo copy Kartu Tanda Panduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Kabupaten Muara dan wajib daftar (KTP) Pemuohon dan Asisten Berkas Permahonan di
Enim Nomor 11 uiang setiap 2 Apoteker:; Loket Pendaftaran 4
;fa?:?:::g Perizzig[a}g (du:gkt:Eun Surat Pernyataan Kesediaan Asisten 2. Berkas diverifikasi dan {
di Bidang Apaotaker unfuk menjadi Penanggung divalidasi
{ Kesehatan dewah Teknis Fanfgel; 3. Pemeriksaan Lokasi
({Lembaran Daerah Surat Petjanjian Konlrak Kerja antara G
Kabupaten Muara Pemilik Sarana dengan Asisten 4. Penetapan Retribus: |
Enim Tahun_ 2605 Apoteker, 5. Pembayaran di Kasir
Nomor 8 Sert C) Photo copy ljazah Asisten Apoteker 6. Pengambilan Sertifikat izin
yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang,
Photo copy Surat ljin Kerja Asisten
Apoteker;
Photo berwama tkuran d xB8 =4
(empat} lembar;
2 Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);
Photo copy IM8, SITU, HO, SIUP dan
TDP
Photo Copy lunas PBB Tahun Terakhir.
8 § Izin Apotek { Peraturan  Daerah § 10 Hari Kerja | 5 (lima) Tahun Tim Teknis Photo copy Kariu Tanda Penduduk 1. Menerima dan Memeriksa
Ka?mpaten Muara dan wajib daftar (KTP) Psmchon; Berkas Pemmohonan di
Taum 2008 vy @i Photo copy Surak Iz Ke Apoteker | ¢®! Pendafieren
tentang  Perizinan sekal dan atau Surat Penugasan ; 2. Berkas diverifikasi dan

o Bidang
¥esehatan
{Lembaran Dasrah
Kabupaten Muara
Enim- Tahun 2005
Nomor 8)

Photo copy Akla Ferjanjian Kerjasama
antara Pemilik Sarana Apotik dengan
Apateker Pengeiola Apotik
(dilampirkan bila menggunakan sarana
apotik milik pihak iain} ;

Asli dan Photo copy Surat Persetujuan
dari aiasan (dilampirkan bagi pemahon

divatidasi

Pemeriksaan Lokasi
Penstapan Refribusi
Pembayaran di Kasir

Penngambilan Sertifikat
Faly)

IR C




Jenis Izin

Dasar Hukim

Waktu
Proses Izin

Masa Berlaku

Pemberi
Peartim bangan

PERSYARATAN

PROSEDUR PELAYANAN

2

#

2]

#)

(7

151

]

10.

11

12

Pegawai Negeri S_Epil. anggota
TNUPOLRI dan pegawai Instansi
Pemerintah lainnya) |

Surat pernyataan dari Apoteker
Pangelola Apotek ;

Surat pernyataan Pemilik Sarana tidak
parman terlibat pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang obat’;

Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajek
{(NPWP);

Rekomendasi dari Organisasi Profesi
{ISFI} ;

Daftar Alat Perlengkapan Apotik ;
Daftar Asisten Apoteker

. Photo copy IMB, SITU, HO, SIUP dan

TDP

Photo Copy Tanda Lunas PBB Tahun
Terakhir :

 Izin Optik

Peraturan Daersh
Kabupaten Muara
Enim Nomor 11
Tahun 2005
fentang Perizinan
i Bidang
Kesehatan

{Lembaran Daerah
Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005
Nameor 8)

10 Hari Kerje

5 {lima) Tahun
dan wajib daftar
ulang setiap 2
{dua) tahun
sekali

Tim Teknis

Photo copy Akta Pendirian Perusahaan
Optikal yang disahkan oleh Notaris;

Photo copy liazah Refraksionis
Optisien yang dilegalisir oleh pejabat
yang benvenang,

Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP),

Photo copy Surat ljin Kerja (SIK)
Refraksionis Optisien dan Surat lin
Refraksionis Optisien (SIRO} ;

Surat Perjanjian Kerjasama antara
Pemilik Sarana Cpilkal dengan
Refraksionis Optisian ;

1. Menerima dan Memeriksa
Berkas Permohonan di
Loket Pendaftaran

t 2. Berkas diverifikasi dan

divalidasi

Pemeriksaan Lokasi
Penetapan Retribusi
Pembayaran di Kasir
Pengambilan Serdtifikat Izin

S




Jenis |zin

Dasar Hukum

Waktu
Proses izin

Masa Berlaku

Pemberi
Pertimbangan

PERSYARATAN

PROSEDUR PELAYANAN

£2)

{3

{4

{5

(6}

gl

&)

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Surat Pervyataan Kesediaan
Refraksionis Optisien untuk menjadi
Penanggung Jawab pada Optikal;

Phote copy KTP pemohon dan
Refraksonis Optisien ;

Surat Pemyataan Kerjasama dari
Laboratorium Oplik Tempat
Pemirasesan Lensa-lensa Pesanan,

Daftar Sarana dan Peratatan,

Daftar pegawai seria tugas dan
fengsinya ;

Phato copy IMEB, SITU, HO, SiUP dan
TOP

Photo Copy Tanda Lunas PBB Tahun
Terakhir,

Surat keterangan sehat dari dekler
untuk RO,

Photo berwama ukliran 4 x 6 = 4
lembar;

Surat keterangan dari Organisasi
Profesi

lzin Depot isi
Ulang Air Mineral

Peraturan Daerah
Kabupaien WNuara
Enim Nomor 11
Tahun 2005
tentang Perizinan
di Bidang
Kesehatan
{Lembaran Daerah
Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005
Nomor 8 Seri C)

10 Hari Kerja

& (lima) Tahun
dan waiib daftar
ulang setiap 2
(dua) tabun
sekali

Tim Teknis

Photo copy Kartu tanda Penduduk
(KTP) Pemohon :

Photo copy Nomor Pakok Wajib Pajak
(NPWP);

Status Kepemilikan tanah dan atau
Bangunan;

Daftar Pengurus

Daftar Peralatan dan Perlengkapan;

Denah Lokasi dan Peralatan

1. Menerima dan Memeriksa
Berkas Permaohonan di
Loket Pendaftaran

2. Berkas diverifikasi dan
divalidast

Pemeriksaan Lokasi
Penetapan Retribusi
Pembayaran di Kasir
Pengambilan Sertifikat

O o & oW




Waktu

Pemberi

Jenis izin Dasar Hukum Prosas lzin Masa__Beflaku Pertimba ngan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET
2) 3) {4) {5) © () 3) {9
izin,
7. Photo copy SITU, HO, SIUP dan TDP ;
8. Photo Copy Tanda Lunas PBB Tahun
Terakhir
Penyelenggaraan | Peraturan Dsersh | 10 Hari Kerja | 5 {lima) Tahun Tim Teknis | 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk 1. Menerima den Memeriksa
Lisaha Radio Kapupaten Muara w_r} setiap fahun {KTP) Pemohon ; Berkas Permahonan di
giarar:m H;r; ‘{-I;gmn Numorzogg wajib daftar ulang 2. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Loket Pendaftaran
. fentang {NPWP) ; 2. Berkas diverifikasi dan
Penyelenggaraan 3. Pholo copy Akie Pendirian Perusahaan civalidas:
Usaha Radio oleh Pejabat berwanang; 3. Pemeriksaan Lokasi
Staran Non 1 4. Photo Berwarna ukuran 4 x6 =2 (dua} § 4. Penetapan Retribusi
Pemerintah { embar '
{Lembaran Daerah : 5 Pembayaran di Kasir
Kabupaten Muara 5. Surat Pernyataan kefidakkaberatan di . .
Enim Tahun 2001 tingkungan tempat studio dan stasiun 8 f;?:"gambﬂa" Sertfhat
Nomor 101} Penyiaran diketahui cleh Kades/ Lurah ’
dan setujui oleh Camat Setempat.
‘ 8. Daftar Pengurus dan Struktur
Organisasi
7. Daftar Acara Siaran Marian Dan
Mingguan dilegalisasi intansi Teknis
Daftar Peralatan dan Perdengkapan
. Photo copy SITU, HO, SIUP Dan TDP ;
10. Surat lzin Penggunaan Frekwensi,
lzin Usaha Peraturan Daersh | 14 Hari Kerja |  Selama masih TimTeknis 1 1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) 1. Menerima dan Memeriksa
Perkebunan Kabupaten Muara melakukan {IUP - B) terdiri dari Berkas Permohcnan di
. _ Enim Nomor 9 kegiatan usaha | a. Rekomdasi nstansi Teknis Loket Pendaftaran
Tahun ;2008 2. Berkas diverifikasi dan
tentanp {zin Usaha b. ' Akta Pendirian Perusahaan dan ' divalidasi
Perkebunan perubahan vang terakhir;
{Lembaran Daerah c. Photo GCapy Nomor Pokok Waiib 3. Pemeriksaan Lokasi
Kabupaten Muara = Pajak (NPWP); Pengambilan Seriifikat {zin




, . Waktu Pemberi |

9 Jenis izin Dasar Hukum P zin Masa_B_eriaku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KEI

} 2} 3 {4} (5} e (3] ] - (8) 9
Enim Tahun 2008 Surat Keterangan Domisil;

Nemor 8 Seri E)

Rekomendasi kesesuaian dengan
Rencana Makro Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari
Gubernur

{zin Lokasi Lengkap dengan Peta

" Calon Lokasi dengan skala 1 -

100.000 atau 4 : 50.000;

Perimbangan teknis ketersediaan
lahan dari instansi Teknis;

Rencana Karja Pembangunan
Perkebunan;

Hasil Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL), atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup
{UJPL) sasuai peraturan
perundang-undangan yang
beriaku;

Pemyataan Kesanggupan Memiliki
Sarana, Pragarana dan Sistem
untuk melakukan Pengendaiian
Organisme Pengganngu
Tumbuhan (OPT):

Pemyataan Kesanggupan Memiliki
Sarana, Prasarana dan Sistem
untuk melakikan Pembukaan
Lahan Tanpa Permnbakaran serta
Pengendalian Kebalaran;

Pemyataan Kesediaan
Membangun Kebun tintuk
rasyarakat sesuai Pasal 11 yang
dilengkapi gengan Rerncana Kerja;




; Wakiu Pemberi
Jenis lzin Dasar Hulum Proses &zin Masa Berlaku Pertimbangan| PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN

] 3) @ 1 & (&) i )

m. Pernyataan Kesediaan uniuk
Melakukan Kemitraan.

2. lzin Usaha Perkebunan untuk
Pengelolaan {IUP - P) terdiri dari

a. Rekomendasiintansi Teknis;

b.  Akta Pendirian Perusahaan dan
Perubahan yang Terakhir;

¢. Photo Copy Nomor Pokok VWajib
Pajek (NPWP};

Surat Keterangan Domisili;

Rekomendasi kesesuaian dengan
Rencana Makro Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari
Gubernur

f. lzin Lokasi Lengkap dengan Peta
¢ Calon Lokasi dengan skala 1 :
- 100.00C atau 1 : 50.000;

g. Pertimbangan Teknis
Ketersedigan Lahan dari instansi
Teknis;

h. Jaminan Pasokan Bahan yang
diketahui olgh Bupati

i. Rencana Kefja Pembangunan
Unit Pangelofaan Hasit
Perkebunan;

j- Hasil Analisis Mengenai Dampak
Lingkunigan Hidup (AMDAL), atau ;
Upaya Pengelclaan Lingkungan
Hidup {UKL) dan Uipaya
Pemantauan Lingkurigan Hidup
{UPL) sesuai Peraturan i
Perundang-undangan yang
Beriaky;




Jenis &Zin

Dasar Hukum

Waktu
Proses izin

Masa Berlaku

Pemberl
Pertimbangan

PERSYARATAN

PROSEDUR PELAYANAN

2)

(3

4

(5}

16)

(N

(5

31

3.

k. Pernyataan Kesedigan untuk
melakukan Keritraan

Izin Uszha Perkebunan ( {UP ] terdiri
dari :

a. Rekomendast Intansi Teknis;

b, Akta Pendirian Perusahaan dan
Perubahan yang Terakhir,

c. Photo Copy Nomor Pokok Waijib
Pajak (NPWPY);

d. Surat Keterangan Domisili;

e. Rekomendasi kesesudian dengan
Rencana Makra Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari Gubermur

{. fzin lokasi lengkapi dengan Peta
Calon Lokasi dengan skala 1 ;
100.000 atau 1 50.000,

g Pertimbangan Teknis Ketersediaan
Lahan dari instansi Teknis;

h. Jaminan Pasokan Behan Baku
yang diketahui cleh Bupati;

i. Rencana Kerja Pembangunan
Kebun dan_ unit Pengclahar Hasil
Perkebunan;

j. Hasit Analisis:‘Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL), atau
Upaya Pengelclaan Lingkungan
Hidup {UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup
(UPL) sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang
beriaku.




. Walktu Pemben
Jenis zin Dasar Hukum p izin ftasa Berlaku Pertimbangan PERSYARATAN PROSEDUR PELAYANAN KET
2} ) (4} (5} {6) ! 17 i8) n

Pernyataan  Perusahaan belum
Menguasai- Lahan Melebihi Batas
Luas Maksimum;; =

Pernyataan Kesanggupan Memiliki
Sarana, Prasarana dan Sistem
untuk Melakukan: Pengendalian
Organisme Perigganggu
Tumbuhan (OPT);

Pernyataan Kesanggupan Memiliki
Sarana, Prasarana dan Sistem
untuk  Melakukan:  Pembukaan
Lahan tanpa Pembakaran seria
Pengendalian Kebakaran

Pernyataan Keseadiaan dan
Rencana  Kerja , Pembangunan
Kebun umuk Masyarakat,

Pernyataan Kesediaan dan
Rencana Kerja Kemitraan.

UARA ENIM

| MUZAKIR SAI SOHAR
J




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR TAHUN
TANGGAL :
TARIF RETRIBUS! PELAYANAN UMUM DI KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MUARA ENIM
BIAYA BIAYA PLAT
JENIS PELAYANAN KLASIFIKASI ADMINISTRAS! BIAYA RETRIBUS]/ PAJAK LEGES KETERANGAN
? ) i<} (d) e} ] gl
Surat izin Tempat - - - Plat = Rp. 25.000-]Segala biaya veng
Usaha (SITU) Leges = Rp. 12.000.- | dikeluarkan dalam
ketentuan  yang ada
untuk kepentingan
pemohon  dibebankan
kepada pemohon.
Surat tzin Usaha a. Perusahaan Golongan Kecil a. Rp.  50.000- - Leges = Rp. 12.00C,- | Segala biaya yang
Perdagangan (SIUP) Y ) dikeluarkan daiam
b. , Perusahaan Golongan Menegah b. Rp. 100.000, ketentuan yang ada
¢. Perusahaan Golongan Besar ¢. Rp. 200.000.- untuk kepentingan
, pemohcn  dibebankan
d. Pérusahaan Asing d. Rp. 1.000.000.-
e Untuk Dattar kepada pemohon.
Ulang dikenakan
. Tarif 50%
Wajib Daftar a. Perseroan Terbatas & Rp. 500.000- - Leges = Rp. 12.000.- LSeg:ala biaya - yang
Perusahaan (TDP) _ ) | dikeluarkan dalam
b. Koperas: b. Rp. 50.000, ketentuan yang ada
¢. Persekutuan Comanditer (CV) c. Rp. 200.000,- untuk kepentingan
ir . pemohcn  dibabankan
d. Persekutuan Firma {Fga) d. Rp. 200.000, kepada pemohon.
' g. Perusahaan Milik Daereh e. Rp. 200.000,-
f. Perusahaan Parorangan f. Rp. 100.000,-
g. Perusahaan Asing g- Rp. 1.000.000,-

anniiill




BIAYA BIAYA PLAT!
JENIS PELAYANAN KLASIFIKASI ADMINISTRASI BIAYA RETRIBUSI/ PAJAK LEGES KETERANGAN
r 1B} . ) @) . (9) 0
lzin Mendirikan a. Bangunan perusahaan industri/ pabrik/ jasa - b. RIMB = LEXTHDB PerM’® x 3%  |Plat = Rp.25.000,- | Segala biaya yang
Bangunan (IMB) perdagangan ) Leges = Rp. 12.000,- | dikeluarkan dalam
b. Bangunan pemerintah/ BUMN / BUMD / BUMS, b. RiMB = LEYTHOB PR 0,35% S . Pt
banguhan baru Rumah tempat tinggal permanen pemohon  dibebankan
maupun semi permanen, ruko, pembangunan N kanada
lembatan maupun renovasi jembatan darurat, %ﬁbuﬂ Izin Mendirikan pada pemohon.
jaen tanah, jelan koral, jalan aspal / beton ) Bangunan
maupun perbeikan renovasi jalan, pembuatan '
kolam tanah / tembok, bak, water treatment / LB = =#Luas Bangunzn.
tangki air, kolam renang, lapangan olah raga 2 T
terbuka maupun tertutup, lentai terbuka, rabat, THOB peé::,gur;iﬁfp;a ;?;gasa'
tempat jemuran, pembangunan sarana irigasi, persegi yang berlaku
pembuatan siring pasang dan gorong-gorong, pada tahun terakhir /
pembangunan pagar tembok, pagar besi dan RAB Bangunan
pagar ram kawal juga fermasuk pemasangan
tembok pagar permanen.
¢. Bangunan bertingkat ¢. 2/3 x Retribusi bangunan dasar
untuk tigp-tiap tingkatnya.
d. Bangunan Menara atau Tower d. Rp. 500.000+ Per Meter Tingg
e. Pemasangan pipa Minimat 1.000 (Seribu) Mater e. Rp. 2.000;- Per Meter Panjang
zin Usaha Jasa 2. Pembuatan IUJKN a. Rp. 200.000,- leges = Rp. 12.000- | Segala biaya yang
Konstruksi‘Nasional - Biaya Formulir Rp. 25 000,- dikeliarkan dalam
- Verifikasi data/Peralatan Rp. 75.000,- ketentuan yang ada
untuk kepentingan
b. Pembyatan TTDT (Tanda Daftar Tenaga Teknik) h. Rp. 100.00C,- pemohon  dibebankan
- Biaya Formulir Rp. 25.000,- kepada pemohen.
« Verifikasi datal/Peralatan Rp. 50.000,-
¢. Teliti Ulang IUJK ¢ Rp. 75.000,-
- Biaya Formulir Rp. 25.000,-
- Verifkasi data/Peralatan Rp. 50.000,-




BIAYA BIAYA PLAT/
JENIS PELAYANAN KLASIFIKAS! ADMINISTRAS! BIAYA RETRIBUSI PAJAK LEGES KETERANGAH
B (b) €] & (] @ )
d. Teliti Ulang TDTT Rp. 25.000,- | d. Rp. 50.000-
- Biaya Formulir Rp. 50.000,-
- Verifikasi data/Peralatan
Izin Pengelolaan a. Untuk lantei dasar / lantai satu - a. Rp. 300:.000,- Leges = Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
Sarang Burung . e . dikeluarkan dalam
Walet b. Untuk lantai ke dua k1,5 x Lankai ke satu ketentuan yang ada
c. Untuk lantai ke tiga ¢ 1.5xLanlai ke dua untuk kepentingan
; . . pemchon  dibebankan
d. Untuk lantai ke empat d. 1,6 xLantai ke tiga kepada pemohor.
¢. Untuk di luar bangunan / gedung &. Rp. 300.000,- / lokasi

lzin Undang-Undang § 4. Tempat Usaha Besar - a. Rp. 100.000;- Leges = Rp. 12.000,- } Segaia biaya yang
Gangguan / HO b. Tempat Usaha Menengah b. Rp. 75000, :;zmt:l;g:;a:da
¢. Tempat Usaha Kecil ¢ Rp. 50.00C- untuk Kepentingan
pemohon dibebankan
kapada pemohon.
lzin Trayek a. Mobil Penumpang Umum (1.s/d 8 tempat duduk) - Leges = Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
- 1zin Trayek Rp. 40.000,~ dikeluarkan dalam
- Perpanjangan 1zin Trayek Rp. 20.000,- ketentuan yang ada
untuk kepentingan
b. Mobil Bus Kegil (9 s/d 16 tempat duduk} pemahon dibebankan
- 1zin Trayek Rp. 50.000,- kepada pemohen.
- Parpanjangan izin Trayek Rp. 30.000,-
¢. Mobil Bus Sedang (17 s/d 28 tempat duduk)
- 1zin Trayek Rp. §0.000,-
- Parpanjangan izin Trayek Rp. 50.000,-
.. Mobil Bus Besar (lebih dari 28 tempat duduk)
- lzin Trayek Rp. 80.000,-
- Perpanjangan izin Trayek Rp. 60.000,-




JENIS PELAYANAN KLASIFIKASI o, LI BIAYA RETRIBUSI/ PAJAK BIAYR ST KETERANGAN
. {b) (€} (d) (8) ] (g}
g. Angkutan Penumpang Khusus
« Izin Trayek Rp. 90.000;-
- Perpanjangan lzin Trayek Rp. 70.000;-
lzin Usaha Angkutan | 2. Mobil Penumpang Umum (1 s/d 8 tempat duduk) - a. Rp. 50.00C,- Leges =Rp. 12.000- | Segala biaya yang
Umum ; , dikeiuarkan dalam
b. Mobil Bus Kecil {6 s/d 16 tempat duduk) b. Rp. 50.000C,- ketentuan yang ada
¢. Mobil Bus Sedang (17 s/d 28 tempat duduk) ¢. Rp. 200000, untuk kepentingan
: , . ohon  dibebankan
d. Mobil Bus Besar {lebih dari 28 tempat duduk) d. Rp. 250000, mda Demohon.
e. Angkutan Penumpang khusus 8. Rp 250.000 -
f. Mobil Barang dengan JBB 300 sid 1.050 kg f. Rp. 50.000-
g. Mobil Barang dengan JBB  1.500 sid 2.400 kg §g. Rp 60.000-
h. Mobil Barang dengan JBB  3.000 s/d 4.600 kg h. Rp. 76.000-
i. Mobil Barang dengan JBB  4.610 s/d 5§.500 kg i Rp 100000,
j- Mobil Barang dengen JBB 5.550 s/d 12.000 kg . Rp. 125.000;-
_ K._Mobil Barang dengan J8B 12.500 s/d 30.000kg k. Rp. 300.000,-
lzin Pemanfaatan - - . Leges = Rp. 12,000} Segala biaya yang
Kayu pada Hutan dikeluarkan dalam
Rakyat atau pada ketertuan yang ada
Tanah Milik untuk kepentingan
pemohcn  dibebankan
i kepada pemohon.
lzin Lembaga - - - Leges = Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
Kursus dikeluarkan dalam
ketentuan yang ada
untuk kepentingan
pemohan dibebankan
_ kepada pemohon.
lzin - - - Leges = Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
Penyelenggaraan dikeluarkan dalam
Sekolah Swasta ketentuan yang ada

-,

untuk kepentingdn




——

BIAYA BIAYA PLAT/
JENIS PELAYANAN KLASIFIKASI ADMINISTRASI BIAYA RETRIBUSI/ PAJAK LEGES KETERANGAN
B {5} (o) {d) 5} [6)
pemohon dibebankan
_ kepada pemohaon.
izin Pemasangan - - Leges =Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
Reklame dikeiuarkan dalam
ketertuan yang ada
untuk kepentingan
pemohon dibebankan
_ kepada pemohon.
lzin Peruntukan | a. Industri . a. Rp. 200, Per M Leges = Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
ik
Penggunaan Tanah b. Pariwisata, Villa, Hotel, Losmen, Rumah b. Rp. 150, Per M? dikeluarkan dalam
Peristi ketentuan yang ada
eristirahatan ; untuk kepentingan
¢. industri Rumah Tangga ¢ Rp. 50,-PerM pemohon dibebankan
Kepada .
d. Perumahan yang dibangun oleh developer d Rp. 150,- Par M° P pemohc
¢. Pertambangan e. Rp. 100,- Per M
1. Pertokoan dan Perdagangan f. Rp. 250, Per WP
g. Prasarana komersial lainnya {(Rumah makan, ¢. Rp. 250.- Per M?
Restoran, SPBU, Gudang, Poo! Kendaraarn dan
Perkantoran Non Pemerintah). Besarnya retribusi yang terhutang
dgnrumus R=JxL
Keterangan:
R= Retribusi terhutang
J = Tarif jenis usaha per M
X L = Luas lahan
lzin Tokeo bbat - - Rp. 400.000,- Leges =Rp. 12.000.- | Segala biaya yang
_ dikeluarkan datam
Daftar ulang : ketentuan yang ada
i bl . untuk kepentingan
g? 'at-o d:m tarif Retribusi yang pemchon dibebankan
, itetapkan kepada pamohon.
lzin Apotek - - Rp. 760.000,- Leges = Rp. 12.000,- | Segala biaya yang
dikeluarkan dalam
Deftar ulang : ketentuan yang ada

80 % dari tarif Retribusi yang

untuk kepentingan
pamohcn dibebankan




BIAYA BIAYA PLAT/
JENIS PELAYANAN KLASIFIKASI ADMINISTRASI BIAYA RETRIBUSI/ PAJAK LEGES KETERANGAN
{b) {e) d) je) (f

distatpkan kepada pemohon.
lzin Optik - - Rp. 500.000;- Leges = Rp. 12.000,- | Segaiz biaya yang
dikeluarkan dalam

Daftar ulang : ketentuan yang ada
s N untuk kepentingan

gnle:: ts:;n tarif Retribusi yang pemohon dibebanka
kepada pemohaon.

zin Depot Isi Ulang - - Rp. 50.000,~ Leges = Rp. 12.000- | Segala biaya yang
Ajlr Mineral dikeluarkan dalam
Dafiar ulang ; ketentuan yang ada
: vk o untuk kepentingan
3% ;’g':ld::nlanf Retribusi yang pemohon dibebarka
p kepada pemohon.

Penyelenggaraan
tUsaha Radio Siaran
i Non Pemerintah

Leges = Rp. 12.000,-

Segala biaya yang
dikeluarkan dalam
ketentuan yang ada
untuk kepentingan
pemohon dibebankan
kepada pemohon.

lzin Usaha
i Perkebunan

$

Leges = Rp. 12.000-

Segala biaya yang
dikeluarkan dalam
ketentuan yang ade
untuk kepentingan
pemohion dibebankan
kepada pemohon.

4 \
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